




GAMBARAN UMUM 

 

A.  Gambaran Umum Kebijakan Layanan lnformasi Publik 

Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam 

mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi pelayanan kepada masyarat dengan 

sebaik-baiknya adalah Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) Keputusan 

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 400.6/154/Disbud/X-2023. 

Keberadaan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008  sangat penting  sebagai  

landasan  hukum  yang  berkaitan  dengan  (1)  hak setiap  orang  untuk  memperoleh  

informasi  publik,  (2)  kewajiban badan  publik  dalam  menyediakan  dan  melayani  

permohonan informasi  publik  secara  cepat,  tepat  waktu,  biaya ringan/proporsional, dan 

cara sederhana. 

 

B.  Gambaran umum pelaksanaan Layarian Informasi publik 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Kebudayaan belum memiliki unit 

tersendiri karena masih tergabung pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian tapi 

telah memiliki Pejabat PPID sesuai dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan. 

Dengan kondisi Pejabat dan petugas pada SK tersebut melaksanakan rangkap jabatan pada 

jabatan yang telah dimiliki, Adapun susunan Tim PPID Dinas Kebudayaan Provinsi 

Sumatera Barat berasal dari semua Bidang/UPTD yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi 

Sumatera Barat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 

dalam mendukung pelayanan publik antara lain : 

a. Desk Information (Meja lnformasi); 

b. Kursi Tunggu pemohon Informasi; 

c. Ruang publik yang terdapat meja dan kursi untuk pemohon informasi; 

d. Maklumat pelayanan; dan 

e. Bagan Alur pelayanan publik; 

Dalam  pelaksanaan  pelayanan  informasi  publik,  PPID Pelaksana  Sekretariat  

DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional 

(SOP): 



 

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 

2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 

3. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 

4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Informasi DIP  

5. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi  

6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik  

7. SOP Pengujian tentang Konsekuensi   

 

C. Rincian pelayanan lnformasi 

Selain menerima pelayanan secara langsung, Dinas Kebudayaan Provinsi 

Sumatera BaratSumatera Barat juga menerima layanan informasi publik melalui media 

sebagai berikut: 

a. Media Sosial : @dinaskebudayaansumbar (Instagram) 

b. Surat elektronik (email) sumbar : disbud@sumbarprov.go.id 

c. Website : disbud.sumbarprov.go.id 

Pada website Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memuat informasi antara 

lain informasi berkala dan informasi tersedia setiap saat. Adapun beberapa informasi yang 

wajib disediakan setiap saat antara lain : Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 

dan Tata Cara (Tata cara pengajuan lnformasi, dan tata Cara Pengajuan Keberatan). 

PPID Pelaksana Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memberikan  

pelayanan  permohonan  informasi  publik  yang dilakukan setiap hari kerja:  

Senin s/d Kamis   : Jam 07.30 – 16.00 Wib     

Istirahat        : Jam 12.00 – 13.00 Wib     

Jumat        : Jam 07.30 – 16.30 Wib     

Istirahat        : Jam 12.00 – 13.30 Wib   

 

D. Kendala Pelaksanaan lnformasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat 

Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan informasi Publik: 

a. Belum maksimalnya sinergi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 

sehingga tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Dinas 

Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan balk; 

mailto:disbud@sumbarprov.go.id



